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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai kepastian hukum terhadap penyesuaian perjanjian kerjasama pengusahaan

pertambangan batubara (PKP2B) berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan

Batubara (UU Minerba). PKP2B adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati antara pihak kontraktor baik

dari dalam negeri ataupun asing dengan pihak pemerintah Republik Indonesia dalam rangka kerjasama

pengusahaan pertambangan batubara. PKP2B diatur pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun

1967 tentang Ketentuan Umum Pokok Pertambangan. Kelahiran UU Minerba mengharuskan agar ketentuan

yang terdapat dalam PKP2B disesuaikan paling lambat 1 tahun sejak UU Minerba diundangkan. Sebelum

UU Minerba lahir sistem pengelolaan pertambangan batubara dilakukan melalui perjanjian antara

pemerintah dengan kontraktor, UU Minerba tidak mengenal perjanjian dalam pengelolaan pertambangan

batubara. Penyesuaian PKP2B dilakukan pemerintah melalui renegosiasi dengan rancangan amandemennya,

hingga saat ini proses renegosiasi telah berjalan hampir 4 tahun sejak UU Minerba diundangkan, namun

belum mempunyai titik temu. Kepastian hukum atas UU Minerba menjadi dipertanyakan. Pertanyaan yang

muncul adalah apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak (dalam hal renegosiasi disini tentunya

pemerintah) yang berinisiatif mengubah suatu ketentuan dalam PKP2B sebagai suatu perjanjian yang telah

disepakati apabila di lain pihak menolak. Bagaimana dengan ketentuan yang mengatur bahwa suatu sebab

adalah terlarang dalam perjanjian apabila sebab tersebut bertentangan dengan Undang-Undang. Penelitian

tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian yang didapat adalah meskipun renegosiasi PKP2B saat ini tidak menemui kata sepakat,

sebenarnya PKP2B telah dilakukan beberapa kali perubahan sebelum UU Minerba diundangkan. Salah satu

alasan renegosiasi PKP2B tidak menemui kata sepakat karena posisi para pihak dalam renegosiasi dibatasi

ketentuan UU Minerba yang merupakan produk dari pemerintah sebagai penguasa, dan di satu sisi

pemerintah sebagai pihak dalam perjanjian PKP2B itu sendiri. Sehingga hal-hal yang dibahas dalam

renegosiasi tersebut cenderung mengunci dan menutup kesempatan pihak lainnya untuk merundingkan hak

dan kewajibannya. Bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-Undang diantara mereka

yang menyepakatinya dan para pihak harus menghormati perjanjian yang telah disepakati (asas kepastian

hukum dalam perjanjian yang dikenal dengan istilah Pacta Sunt Servanda).

<hr><i>This thesis discusses the legal certainty against the adjustment of coal contract of work (PKP2B)

based on Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (Mining Law). PKP2B are agreements made and

agreed between the contracting parties either domestic or foreign by the government of the Republic of

Indonesia in the coal mining business cooperation. PKP2B first regulated through Law No. 11 of 1967 on

General Provisions of Mining. The birth of the Mining Law requires that the provision contained in PKP2B

adjusted at least 1 year from the Mining Law was enacted. Before the Mining Law was born coal mining
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management system given through an agreement between the government and the contractor, the Mining

Law does not recognize an agreement in the management of coal mining. PKP2B adjustments made by the

government through the draft amendments to the renegotiation, the renegotiation process to date has been

running almost 4 years since the promulgation of the Mining Law, however, does not have any common

ground. Legal certainty of the Mining Law to be questionable. The question that arises is what should be

done by one of the parties (in terms of renegotiation of the government here of course) who took the

initiative to change a provision in an agreement PKP2B as agreed when on the other hand refused. What

about the provision which provides that a cause is forbidden in the agreement if the cause is contrary to the

Act. This thesis research using normative legal research approach legislation.

The results were obtained despite the renegotiation PKP2B currently not met an agreement, actually PKP2B

been done several times before the Mining Law was enacted. One reason renegotiation PKP2B not meet an

agreement because the position of the parties to renegotiate, under the provisions of the Mining Law is

limited which is a product of government as rulers, and on one side of the government as a party to the

treaty itself (PKP2B). So things are discussed in the renegotiation tends to lock and close the other parties an

opportunity to negotiate their rights and obligations. That the agreement binds both parties as the Act among

those who agree and the parties must honor the agreements that have been agreed upon (the principle of

legal certainty in the agreement known as pacta Sunt servanda).</i>


